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Blanced Scorecard adalah suatu alat manajemen kerja(performance management tool)
yang dapat membantu organisasi untuk dapat menerjemahkan visi dan strategi ke dalam
aksi memanfaatkan sekumpulan indicator financial dan non finansial yang kesemuanya
terjalan dalam suatu hubungan sebab akibat.Tolak ukur yang di gunakan dalam metode
Blanced Scorecard terdapat empat prespektif yang meliputi prespektif financial atau
keuangan, prespektif pelanggan, prespektif proses bisnis internal dan prespektif
perumbuhan dan pembelanjaan. Blanced Scorecard juga bukan hanya di gunakan
organisasi bisnis tetapi juga dapat di pergunakan oleh organisasi sector publik,
misalnya dalam penelitian ini adalah PDAM, Blanced Scorecard dapat membantu
organisasi sector publik dalam mengontrol keuangan dan mengukur kinerja organisasi
secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil menganalisis, bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sorong selatan
setelah menggunkan Blance Scorecard sebagai alat ukur, telah sesuai dengan visi, misi
dan strategi yang telah di tetapkan. Sehingga Blance Scorecard dapat di gunakn sebagai
alat ukur kinerja di PDAM Kabupaten Sorong Selatan. Keuanggulan menggunakan
Balce Scorecard adalah pengukur kinerja.

Blanced Scorecard is a management tool (performance management tool ) that can help
organizations to be able to translate vision and strategy into action utilizing a set of
financial and non- financial indicators which all terjalan in a relationship because
akibat.Tolak measure used in the method Blanced Scorecard there are four perspectives
that include financial or financial perspective , customer perspective , internal business
process perspective and the perspective perumbuhan and spending . Blanced Scorecard
is not only in the use of business organizations but also can be in use by public sector
organizations , for example in the study were taps , Blanced Scorecard can help
organizations in the public sector financial control and measure the performance of the
organization as a whole.
Based on the results of analyzes , that the performance of PDAM Sorong regency south
after Blance use the Scorecard as a measurement , in accordance with the vision ,
mission and strategies that have been set . So it can be in gunakn Blance Scorecard as a
performance measure in South Sorong Regency taps . Keuanggulan using Balce
Scorecard is a measure of performance .



II. Pendahuluan

Dewasa ini,isu kulitas pelayanan publik menjadi isu penting.Hal ini di kaitkan dengan

tuntutan dengan penyelenggaraan pemerintah yang harus semakin mempertimbagkan

kebutuhan dan keinginan masyarkat yang semakin kritis atas kualitas penyelenggarana

publik.UU No. 25 tahun 2009 tentanng pelayanan publik menjadi tongkat penting bagi

pentinya penyelenggara publik yang semakin baik.Keberadaan peratuaran tersebut

menjadi jaminan bagi terselenggaranya kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan

azas-azas umum pemerintah serta memberi perlindungan kepada masyarakat dari

penyalahguaan wewnang dalam penyelenggaraan publik.

UU No.25 tahun 2009 tetang pelayanan publik dan keputusan Mentri Aparutur Negara

No.81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana umum, pijakan dasar untuk

mewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik

atau masyarakat sudah menemukan titik terang (Siswandi 2012).

Menurut UU No.33 tahun 2004, tentang Perusahaan daerah merupakan satu kesatuan

produksi milik pemerintah daerah yang bersifat member jasa,menyelenggarakan

kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.Tujuan perusahan daerah adalah turut

serta melaksanakan pemmbangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi

secara umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan

industrialisasi dan ketentraman serta ketenagan kerja dalam perusahaan, menuju

masyarakat yang adil dan makmur.Dengan demikian konsep pelayanan yang berkulitas

ini berlaku juga kelembagaan perusahaan daerah atau lebih di kenal dengan Badan

Usaha Milik daerah atau BUMD.Bahkan bagi BUMD berlangsung hidup dan



keberhasilannya sangat tergantung pada masyarakat yang di layani atau di kenal dengan

konsumen.

Peranan lain dari BUMD adalah menjadi kelembagaan pemerintahan daerah yang selain

menyelenggarakan layanan publik,juga harus mampu mengeloa asset daerah yang di

terima sebagai asset yang di pisahkan oleh pemerintah daerah secara optimal.Keharusan

akan mengelola asset secara optimal ini berkaitan dengan peran BUMD unruk

memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam dua hal yaitu memperbaikai kualitas

pelayanan publik sebagai tuntutan bagi perbaikan pembangunan secara keseluruhan di

daerah,juga harus mampu menunjang sisi Pendapatan Asli Daerah.

Penyelenggaraan air bersih seara kelembagaan melalui PDAM,akan menguranngi beban

rumah tangga masyarakat perkotaan.Sebab dengan pengelolaan secara kolektif dalam

jumlah besar akan mengurangi beban operasional proses penyedian air bersih tersebut

jika di bandingkan dengan pengeloaan secara individu atau jumlah kecil. Artinya

dengan keadaan seperti itu harus PDAM kabupaten Sorong Selatan mampu beroperasi

secara lebih efisien lagi,mampu memperaktekkan air dalam skala kelayakan ekonomi

yang paling optimal.Fakta di lapangan,ternyata harapan tersebut tidak sepenuhnya

terjadi.PDAM Kabupaten Sorong selatan belum secara optimal mencapai apa yang

menjadi tujuan yang di tetapkan dalam pembentukannya dan strategi bisnis yang di

tetapkannya. Kelompok konsumen PDAM kabupaten Sorong selatan adalah sebagai

berikut:

1. Instansi Pemerintah & TNI-POLRI

2. Rumah tangga

3. Tempat Ibadah



4. Rumah Sakit & Puskesmas

5. Niaga atau Pedagang kecil & Besar

6. Pelabuhan

7. Perhotelan

8. Dll.

Berdasarkan kelompok konsumen di atas maka, konsumen yang paling banyak

membutuhakn air adalah: kelompok Rumah tangga.karena air merupakan faktor utama

dalam kehidupan sehari-hari.



III. Kerangka Konsep/Teori

3.1. Kerangka dan pengukuran Kinerja.

Kinerja adalah suatu hal yang berorientasi ke depan,di sesuaikan spesifik berdasarkan

kordinasi khusus dari setiap organisasi/induvidu dan di dasarkan atas suatau model

kausal yang menghubungkan antara input dan output.Kamus Inggris-indonesia ( Echols

dan sadli, 1980:425) menjelaskan bahwa kinerja berarati daya guna,prestasi atau hasil

kerja.Prawirosentono(1992:2) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat

di capai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi,sesuai dengan wewenag

dan tanjggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara

legal bermoral dan beretika.Soepardi (1989:63) mendefinisiskan perstasi kerja sebagai

kegiatan dan hasil yang dapat di capai atau di tunjukan oleh sesorang di dalam

pelaksanaan tugas atau pekerjaan.

Menurut Mangku Negara Anwar prabu mendefinisikan kinerja atau kemampuan yang

di artikan sebagai “hasil kerja sebagai kualitas dan kuantitas yang di capai oleh sesorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di beriakan

kepadanya.Mahsun(2006:25) kinerja(performance) adalah gamba mengenai tingkat

pencapainpelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran,tujuan ,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu

organisasi.Iatilah kinerja sering di gunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat

keberhasialan individu maupun kelompok individu.

Kinerja menurut Tika,yaitu mereupakan hasil-hasil fungsi

pekerjaan/kegiatan sesorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang di pengaruhi

oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam waktu tertentu.Mahmudi



berpendapat bahwa kinerja mengacu pada suatau yang terkait dengan kegiatan

melakukan pekerjaan,dalam hal ini hasil yang tercapai pekerjaan tersebbut.Kinerja

mkerupakan suatu kontarak(contruci) yang bersifat multi

multidimensional,pengukurannya juga berfariasi tergantung pada komplelsitas faktor-

faktor yang membentuk kinerja.Berapa pihak berpendapat bahwa kinerja definisiskan

sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work),karena hasil kerja memberikan

keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tuajuan strategi organisasi,kepuasan

pelanggan,dan kontribusi ekonomi .

Menurut Gasperz(2005:68) bahwa pengukuran memainkan peran yang sangat penting

bagi peningkatan suatu kemajuan( perubahan) kearah yang lebih baik.

3.2. Sektor Publik

Sektor publik seringkali di pahami sebagai segala sesuatu yabg berhubungan dengan

kepentingan umum dan penyedian barang dan jasa kepada publik yang di bayar melalui

pajak atau pendapatan Negara lain yang di atur dengan dengan hukum.Bidang

kesehatan.pendidkan,keamanan,dan transportasi,semunya itu adalah contoh sector

publik.Oleh karena area sector publik sangat luas,maka dalam penyelenggaraanya

sering sering di serahkan ke pasar namun pemerintah tetap mengawasi dengan sejumlah

regulasi.Jadi keberadaan sector publikdi tengah masyarakat tidak bisa di

hindari(invetable). Masyarakat membutuhakn regulasi yang mengatur barang-barang

publik. (Public goods) tersebut sehingga dapat mendistribusikan kepada seluruh

masyarakat secara adil dan merata.Menurut Jones(1993)dan Mashun(2006),peranutama

sector publik mencakup tiga hal yaitu:

1. Regulatory Role



Regulasi-regualasi sangat di butuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama

bisa mengkonsumsi dan menggunakan public goods.

2. Enabling Role

Tujuan akhir dari sebagian regulasi adalah memungkinkanya segala aktifitas masyarakat

berjalan secara aman,tertib dan lancer.

3. Direct Provision of goods and services

Makna pure public goods( Barang publik murni) ternyata dalam perakteknya sulit untuk

di pisahkan secara tegas dengan quasi public goods.

3.3.Tipe Barang atau Pelayanan

Kategori tipe barang atau pelayanan yang dapat membedakan dengan area sector swaata

antara lain:

a. Pure Public goods

Pure public goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masayarakat yang barang

atau jasa tersebut di nikmati bersama-sama. Public goods dalam pengertian ini termasuk

layanan atau jasa yang di berikan untuk kepentingan masyarakat luas.

Ada 4 ciri utama pure public goods,yaitu:

 Non-rivalry in consumption

Pure public goods merupakan kosnsumsi umum sehingga konsumsi tidak bersaing

dalam mengkonsumsinya.

 Non-Excludability



Penawaran atas pure public goods tidak hanya di peruntukan bagi seorang dan

mengabaiakan yang lain sehingga tidak ada yang exselusif antar orang dalam

masyarakat,semua mempunya hak yang sama dalam mengkomsumsinya.

 Low Exclidability

Penyedianataukonsumen suatu barang atau pelayanan tidak bisa menghalangi orang lain

untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut.

 Low Competitive

Antar penedia pure public goods tidak saling bersaing secara ketat. Hal ini karena

keberadaan barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama.

Contoh: Pure public goods antara lain” layanan keamanan,kententeraman dan keadilan

.Pure public goods di biaya oleh sector publik,misanya dari pajak.

b. Quasi public goods

Adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau barang

atau jasa tersebut di nikmati oleh seluruh masyarakat, namun apa bial di konsumsi oleh

individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.

c. Quansi private goods

Adalah barng-barng atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau

jasa tersebut hanya di nikmati secara individual oleh yang membelinya walaupun

sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat di nikmati oleh semua masyarakat.

3.4. Organisasi Sector Publik

Di setipa Negara, cakup organisasi sector publik sering tidak sama. Di Indonesia,

sebagai organisasi termasuk dalam cakupan sector publik antara lain pemerintah pusat,

pemerintah daerah, sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham



(BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan

organisasi-organisasi massa (Mashum,2006).

Luis(2008)mendefinisikan Balanced Scorecard sebagai suatu alat manjeme kerja

(performan cemanagementtool) yang dapat membantu organisai menjermahankan fisi

dan misi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indicator financial dan non-

finasial yang kesemuanya terjadi hubungan sebab akibat.

Berkaitan dengan pengaruh penempatan kerja terhadap produktifitas kerja, banyak

peneliti telah melakukan ,di antaranya adalah: Oyer (2006) menyatakan bahwa “

betterinitial placement increases productivity” Penempatan awal tempat ini dapat

berdampak pada produktifitas pegawai dalam jangka panjang.

Benjamin (2008),yang meliaht bahwa penempatan kerja menjadi suatu kubutuhan rutin

dalan kepegawaian.

Whitner (1997) menegaskan bahwa berbagai faktor dapat mempenagruhi efektifitas

aktifitas SDM yang pada akhirnya dapat mempenagruhi aktifitas pegawai dan

efektifitas organisasi adal penempatan pegawai yang adil,yaitu sesuai dengan kapsitas

dan pengalaman kerja pegawai itu, akan sangat berdampak terhadap

tingginyaproduktifitas kerja pegawai yang berujung pada peningkatan efektifitas

organisasi.

Schmidt & Hunter (1998) mencatat bahwa penggunaan metode seleksi yang tepat oleh

manajer dan penempatan kerja yang sesuai dengan keinginan pegawai itu memilkii

dampak yang signifkan terhadap produktifitas pegawai. Burke menegaskan bahwa jika

seleksi dan penepatan pegawai yang tepat itu di lakukan, maka produktifitas dapat di

lakukan.



Kemudian mengacu pada konsep produktifitas dari Cascio dalam Almigo(2004) yang

mengartikan sebagai alat untuk mengukur output berupa barang atau jasa dalam

hubungannya dengan input yang berupa karyawan,modal atau bahan baku atau lebih di

artikan sebagai suatu ukuran dari pada hasil kerja atau kinerja seseorang dengan proses

input sebagai masukan dan output sebagai keluarannya yang merupakan indicator dari

pada kinerja karyawan dalam menetuakan bagiman usaha untu mencapai produktifitas

yang tinggi dalam suatu organisasi,maka tidak optimalnya pengelolaan PDAM

Kabupaten Sorong Selatan dapat di maknai produktifitas rendahnya produktifitas

kinerja PDAM.

4.4. Pengertian Manajemen menurut pendapat Ahli

Manajemen berasal dari bahasa perancis kuno management, yang memilki arti”seni

melaksanakan dan mengataur”. Mary Parker Follet,mendefinisikan manajemen sebagai

seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ricy W.Girifin mendefinisikan

manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengakordinasian,

dan pengontrol sumberdaya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif

berari bahwa tujuan dapat di capai sesuai dengan perencanaan, sementara efisen berarti

bahwa tugas yang di laksanakan secara benar, terorgaisir, dan sesuai dengan jawaban.

Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Perinciples of scientific management, pada

tahun 1911.Taylor mendefinisikan manajemen ilmiah sebagai “ pengguna metode

ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaian suatu pekerjaan”.



IV. Metode Penilitian

Penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif,sebab dengan menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif yang di laksanakan dengan pendekatan survey atau

obsevasi. Arikunto(1990:312) mengatakan bahwa informasi yang di peroleh dari

peneliti survey dapat di kumpulkan dari seluruh populasi dan dapat pula dari hanya

bagian populasi. peneliti ini menggunakan metode observasi dan pengumpulan data di

lapangan dengan pendekatan kuantitatif terhadap objek yang teliti dengan menafsirkan

dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi pada obyek

yang di teliti.



V. Pembahasan

V.1 Sejarah singkat kabupaten Sorong selatan

Kabupaten Sorong Selatan adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong

Propinsi papua Barat dengan UU No. 26 tahun 2003 yang beribukota di Teminabuan

,dengan jumlah 14 Distrik/kecamatan dan 210 kampung/Desa dan jumlah penduduk

53.000 jiwa yang mendiami di kabupaten Sorong selatan.

Kabupaten Sorong Selatan memiliki 9 buah perusahan besar yang di kelola oleh

pemerintah kabupaten Sorong Selatan. Dari 9 perusahan tersebut di antaranya salah satu

adalah Perusahan Daerah Air Minum(PDAM),yang berdiri pada tahun 2004 dan

beroperasi pada tahun 2006 berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi

pendapatan asli daerah bagi pemerintah kabupaten sorong selatan

V.2. Manajemen organisasi di sector publik.

Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia(1561) maneggiare yang berarti

terutama dalam konteks “mengedalikan” kuda,yang berasal dari bahasa latin manus

yang berati” tangan”.kemudian bahasa perancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris

menjadi mangament, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Di setiap kabupaten/kota organisasi sector publik sering tidak sama dalam

pelayanan.Tidak ada definisi yang sering konperhensif dan lengkap bisa di gunakan

untuk sistem pemerintah. Organisasi sector publik bukan semata-mata organisasi non

profit oriented. Banyak yang mengganp bahwa organisasi sector publik pasti non profit.

Anggapan ini kurang tepat karena, organisasi sector publik ada yang tipe quasi

nonprofit yaitu, yang bertujuan meningkatakan kesejahteraan masyarakat dengan motif

surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi



pendapatan negara dan daerah,misalnya BUMN dan BUMD. Jadi perlu di tegaskan

bahwa organisasi sector publik bukan hanya organisasi social, bukan hanya organisasi

non-profit dan juga hanya organisasi pemerintah.Organisasi sector publik adalah

organisasi yang burhubungan dengan kepentingan umum dan penyedian barang atau

jasa kepada publik yang di bayar melalui pajak atau pendapatan Negara yang dia atur

dengan hukum.

V. 3 Tujuan Pengukuran kinerja Di sector Publik

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian

manajemen,baik orgainisasi publik maupun organisasi publik maupun organisasi

swasta.Namun sifat dan kerakteristik organisasi publik berbeda dengansektor

swasta,penekana dan orientasi pengukuran kerja pun terdapat perbedaan.Tujuan di

lakukan penelian kerja di sector publik adalah:

1. Mengetahui tingkat tercapai tujuan organisasi

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

3. Memperbaikai kinerja pegawai

4. Memberikan pertimbanagan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberi

reward dan punishment.

5. Memotivasi pegawai

6. Menciptakan akuntabilitas kerja.

Mahmudi,menemukakan bahwa enampoin tersebut di atasa itu ada pada organisasi

pemerintah maupun swasta dalam penigkatan penikatan dan pelayanan terhadap publik.



VI. Penutup

Kesimpulan

Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced scorecard dapat di gunakan

sebagai alat ukur di PDAM Kabupaten Sorong selatan telah memiliki suatu set tolak

ukur yang sangat baik dalam menggunakan balanced Scorecard. Berdasarkan hasil

penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Para prespektif pelanggan, visi, misi yang berkaitan dengan peningkatan

pelanggan dan kemampuan mem pertahankan pelanggan mengalami peningkatan,

artinya perusahaan telah berhasil pada prospektif ini kecuali pada peningkatan kualitas

pelayanan.

2. Pada prespektuf bisnis internal yang berhubungan operasional perusahaan, kinerja

perusahaan masih kurang baik karena masih belum menimalisir masalah kebocoran atau

kehilangan air selama 2 tahun kehilangan air selalu jauh di bawah batas standar

pelayanan , dan akibat kebocoran pipa membuat konsumen kurang mendapat airseperti

tahun sebelunnya.

3. Adapun keunggulan dalam mengukur kinerja kerja dengan menggunakan metode

Balanced Scorecard juga menggunakan kinerja non keuangan selain dari pada kinerja

keuangan.
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